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Abstrak

Bali sebagai daerah pariwisata yang terkenal kakemalahan alamnya dan budaya yang
dikuatkan dengan adatnya. Sesungguhnya Adat daayauwtl Bali disinari oleh agama Hindu,
sehingga adat dan budaya serta kehidupan agama Hirighli sangat kuat dan saling mengait
tidak bisa dipisahkan. Dalam rangka menyikapi pati@gan global sudah tentu timbul
kekhawatiran akan tergerusnya kehidupan masyaaalkatdan budaya di Bali karena berdampak
pada perkembangan pola pikir orang Bali. Untukpéuanan Pemerintah Daerah baik Propinsi
maupun Kabupaten/Kota menginstrusikan kepada demkait yaitu Dinas Kebudayaan. Dimana
masing-masing supaya semua mararakat adat di batiliki awig-awig sebagai dasar/ landasan
mengatur dan melaksanakan adat di desa masinggnaéaka akan dicoba meneliti “ Peranan
Awig-awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya diiBal
Dari judul di atas rumusan masalah yang akan dbadalah sebagai berikut: 1). Apa fungsi
Awig _ Awig sebagai control sosial terhadap Desa ddbali; 2). Apa Peran awig — Awig dalam
melestarikan Adat dan Budaya di Bali

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitiandianalisis secara deskriftif
kualitatif. Dari analisis data yang diperoleh dalpemelitian ini dimana fungsi awig-awig dalam
melestarikan adalah melalui penerapan awig-awigletia dapat mengantisipasi perubahan-
perubahan dengan tetap mempertahankan nilai-gdemna Hindu. Untuk mempertahan nilai- nilai
adat dan budaya awig-awig merupakan alat atau dasak mengatur masyarakat dalam
beraktifitas kesehariannya di masyarakat adat.r#g@@ peranan awig-awig dalam melestarikan
Adat dan Budaya di Bali adalah sebagai dasar mengsdrilaku warga dalam kehidupan
masyarakat adat karena sesungguhnya awig-awig etupakan politik hukum nya desa adat
dalam pempertahankan eksistensinya dalam menghtadangan global terutama bali sebagai
daerah pariwisata yang setiap hari warga bali Isetgen dengan orang asing.

Kata Kunci: Awig-Awig , Melestarikan Adat dan Budaya.

l. PENDAHULUAN



Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra
ISSN NO. 2085-0018
Maret 2017

Awig-awig dalam masyarakat Bali merupakan hal ysaggat urgen adanya karena
menurut sejarah keberadaan desa adat di Bali yiadgsdin oleh leluhur orang bali yaitu pada
jaman Empu Kuturan atau disebut juga Empu RajaaKddimana Empu Kuturan menata
masyarakat Bali yang demikian rapi yang diwarighomasyarakat Bali sampai sekarang yang
sangat adi luhung. Desa adat di Bali ditata delkgasep dasar yaitu Tri Hita Karana suatu konsep
yang sangat luhur yang didalamnya terdapat nilai-kieharmonisan dalam rangka mencapai
tujuan hidup manusia Hindu di Bali yaitu “ Moksantaagatdita Ya Ca Iti Dharma” yang dapat
diterjemahkan untuk mencapai kebahagian hidup aettah niskala. Dalam Tri Hita Karana
dijelaskan Parhyangan yang mengatur hubungan nesadesigan Hyang Widhi Wasa/ Tuhan
Yang Maha Esa, Pawongan yang mengatur hubungansmatengan manusia itu sendiri dan
Palemahan yang mengatur manusia dengan lingkungai@au kita perhatikan konsep dasar
dan filosofinya sangat luar biasa serta sangatrliatena mengajarkan manusia hindu dalam
hidup ini selalu mengusahakan serta menjaga keamdumang harmonis antara manusia denga
Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta magersgan lingkungannya.

Tetapi kenyataannya sekarang ini kehidupan mandsialunia karena diketemukannya
pengetahuan, dan manusia selalu mengedepankan kemwatverpikir tanpa dilandasi oleh nilai-
nilai/moral yang baik manusia selalu ingin menguasam itu sendiri yang akhirnya manusia
sendiri kena akibatnya yaitu mengalami bencana afang tiada henti, musim sudah berubah
sehingga mengalami kekacauan iklim karena rusakkgaistem oleh manusia sendiri. Hal ini
merambah Bali dimana manusia Bali mulai dirusak elang sehingga terjadi dekadensi moral,
sehingga merusak tatanan masyarakat Bali dalantesagaek kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut di atas khususnya diudalik mempertahankan eksistensi Bali secara
menyeluruh maka amatlah urgen sekali untuk merpgititnan awig-awig,dalam mestarikan adat
dan budaya Bali itu sendiri. Untuk menata masydr8edi supaya kembali ke nilai-nilai awal
yang berdasarkan konsep Tri Hita Karana, langkalg y@pat adalah mengembalikan keberadaan
awig-awig itu sendiri. Undang Undang Dasar Negaesadfuan Republik Indonesia 1945 yang
sudah diamandenen mengatur dan mengakui keberddaaradat itu sendiri. Dalam pasal 18B
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai beribi¢gara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat besertekdkadisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat daip pMiegara Kesatuan Republik Indonesia,
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yang diatur dalam undang-undang”. Dengan demikemd?intah Propinsi Bali telah mengatur
desa Pakraman dalam peraturan Daerah Nomor 3 T20uh tentang Desa Pakraman sebagai
mana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Norl@ah8n 2003 dalam pasal 1 angka (4) yang
menyatakan sebagai berikut:
“Desapakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Prdpatistang mempunyai suatu
kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidupyanasat umat Hindu secara turun menurun
dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desgp@mpunyai wilayah tertentu dan harta
kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tagggeendiri” (Peraturan Daerah Bali, 2003)
Dalam Pemerintahan Presiden Susila Bambang Yodolainirlah Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, pada konsiderannya dkayatehwa desa adat memiliki hak asal usul
dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurusriteygan masyarakat setempat dan berperan
mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Untdawigng Dasar negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan KetatanagafRepublik Indonesia, desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga pethddigi dan diberdayakan agar menjadi
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapamciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan petlr tgasendiri dengan undang-undang.
Kalau kita cermati dengan teliti Undang-Undang Norgotahun 2014 tentang Desa sudah
mengatur secara tegas bahwa desa adat diatur &atantuan khusus dalam bab XIII pasal 103
sampai pasal 110, yang pada intinya mengatur kevgamadesa adat berdasarkan hak asal-usul
yang dimiliki oleh desa adat. Sebelum mengkajiyaray diatur dalam pasal tersebut di atas, maka
kita mencermati apa yang diatur dalam pasal 96 ngwdadang no 6 tahun 2014 yang
menyebutkan , Pemerintah, Pemerintah Daerah PipgarsPemerintah Daerah Kebupaten / Kota
melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum amatditetapkan menjadi Desa Adat.
Sedangkan dalam pasal 97 ayat (1) dinyatakan, &eetDesa Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 memenjuhi syarat:

a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisi@a secara nyata masih hidup ,

baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupangy bersifat fungsional;
b. Kesatuan mesyarakat hukum adat beserta hak tradisi@ dipandang sesuai
dengan perkembangan masyarakat ; dan
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c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisi@ sesuai dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan apa yang diatur dalam pasal 96 drathsriarti pemerintah baik pusat maupun daerah
Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tugas manatasyarakat hukum adat sehingga
menjadi Desa Adat, sedangkan pasal 97 ayat (1) akengeberadaan masyarakat hukum adat
karena hak tradisional secara nyata masih hidukp beisifat teritorial, geneologis maupun
fungsional
Pada pasal 97 ayat (1) dinyatakan Kesatuan masanakum adat beserta hak tradisionalnya
yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayatidf)a harus memiliki wilayah dan paling
kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsuyadan

a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan berskiaan kelompok;

b. Pranata pemerintahan adat;

c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau

d. Perangkat norma hukum adat.
Berdasarkan ketentuan di atas desa adat di Baliemeinn peryaratan tersebut karena masyarakat
adat di Bali ditata sangat rapi sejak Empu Kutuarju Rajakerta, lebih —lebih dijaman modern
ini selalu berbenah diri sejak jaman Orde Baru toelamba Desa, Desa Adat tidak pernah
tertinggal untuk berbenah. Secara tegas konseptenBrega Adat di Bali berpegang pada konsep
Tri Hita Karana, sehingga Dasa Adat di Bali ditatalemikian rapi dengan dilengkapi dengan
peraturan Adatnya (Awig-Awig Desa Adat).
Ketentuan Bab Xl Undang-Undang tentang Desa kkiubaca dan dicermati bahwa Undang-
Undang Desa ini justru membentengi desa adat dkBedna Desa Adat akan menjadi sangat kuat
dan sangat sulit diintervensi oleh pemerintah/pertar daerah. Benteng yang dimaksud yang
membentengi desa adat disini adalah Peraturan D&s&-Awig yang sudah tentu merupakan
politik hukumnya desa adat. Melalui awig-awig Dadat ini masyarakat adat membuat peraturan
desa/awig-awig sebagai upaya mempertahankan kelzer&xksa adat itu sendiri dari rongrongan
globalisasi. Lewat awig-awig desa adat berupayastalikan dan mempertahankan tradisi-tradisi
yang masih mengandung nilai-nilai luhur yang teasethalam budaya Bali. Disamping itu
berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 keberadiema pakraman beserta hak-hak

tradisionalnya diakui dan dihormati oleh NegardaBaatu hak tradisional desa pakraman adalah
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membuat awig-awig , menyelenggarakan pemerintabadirs, serta menyelesaikan persoalan-
persoalan hukum yang terjadi di wilayahnya, baikgyaerupa sengketa ataupun pelanggaran adat
(Griadhi, 1994:10-12)

Semua itu merupakan bagian dari pelaksanaan otodesa pakraman, dengan demikian
landasan konstitusional kewenangan desa pakramak orembuat awig-awig dalam konstitusi
terletak pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalaratpean lokal , landasan hukum kewenangan
desa pakraman dalam membuat awig-awig terdapandaésaturan Daerah Propinsi Bali Nomor
3 Tahun 2001. Pada pasal 1 angka 4 (pengertianpddsaman) dengan tegas diakui adanya
otonomi desa pakraman dengan menyatakan bahwa pd&saman ... berhak mengurus rumah
tangganya sendiri”. Kemudian dalam pasal 5 denggast dinyatakan bahwa “ desa pakraman
mempunyai tugas membuat awig-awig....”. Berdasarlaiatpran daerah ini, awig-awig diartikan
sebagai aturan yang dibuat oleh krama desa pakrderaratau krama banjar pakraman yang
dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan dan eng@m@ankan Budaya dan adat yang
dilandasi oleh Konsep Tri Hita Karana sebagai desavecara dan dharma agama di desa

pakraman/banjar pakraman masing-masing.

1. PEMBAHASAN

Fungsi Awig- Awig Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Desa Adat di Bali

Desa Adat di Bali seperti yang ditata oleh Empuuan/ Empu Raja Kerta menjadi desa
adat yang sangat tertata rapi yang memiliki kongapy sangat jelas dan adi luhung. Namun
sekarang ini karena Bali memiliki daya tarik yaogrl biasa karena memiliki tatan budaya yang
disinari oleh agama Hindu menjadi incaran dan olwmata Indonesia bagian tengah. Dampak
Bali sebagai daerah Pariwisata ini sudah tentu trestepi hal yang positif dan negatif, dari sisi
positifnya Bali menjadi daerah yang maju dengaapdalam bidang pembangunan sumber daya
manusia maupun pembangunan infrastruktur/ pembamgiisik. Sedangkan dampak negatifnya
yang sangat besar juga yaitu terhadap perubaharpjkil dan pola hidup orang Bali sangat jauh
berubah, terutama terkait dengan tatanan nilaakbsidaya yang dulu sangat agamais berubah
mejadi materialistis. Dari dampak negatif tersefyang Bali mengalami perubahan pola sikap dan

pola tindak dalam masyarakat, yang mengakibatkagesernya nilai tradisi yang sangat hulur
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bergeser ke dunia yang takar dengan finansialngghinilai kegotongroyongan dan kekeluargaan
mulai pudar. Untuk mengendalikan kondisi itulahaggh upaya untuk mengendalikan kehidupan
sosial masyarakat Bali kehadiran Awig-awig amaigsamenting diajegkan. Memang kita tidak

bisa menutup diri dari pengaruh globalisasi yanghyebabkan perubahan disegala bidang
kehidupan, namun karena Bali yang memiliki keunggulaitu Pariwisata Budaya yang didasari
oleh tatanan masyarakat Bali dilandasi oleh Agamaiddengan konsep Tri Hita Karannya patut
pendapat perhatian khusus sehingga Bali yang raggp tlengan sosio Budaya Balinya.

Sebagai gambaran kehidupan masyarakat Bali yamggsharmonis dimasa lalu terutama
masyarakat suka duka sangat kental terawatnyamiliai paras-paros, salulung sabayantaka,
saling asah saling asih dan saling asuh, penuhadekgkekuaragaan, rasa kebersamaan, rasa
memiliki dan lain-lain yang adi luhung, dudah tepaiut dipertahankan.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi Bali datayganya secara utuh dan berkelanjutan,
maka Pemerintah Bali dalam hal ini Propinsi, Kallepadan Kota harus sungguh-sungguh
membangun Bali secara utuh, kalau tidak Bali akkemyy bagitu saja seperti daerah-daerah lain
di Indonesia seperti Daerah Banten. Bertitik tofl#ki masalah tersebut regulasi penyususnan
awig-awig di Bali sudah tentu harus mendapat perh&husus. Karena awig-awig Desa adat di
bali menurut peneliti murupakan Politik Hukum masyaali, karena dalam penyusunan awig-
awig desa adat harus para ahli Hukum Adat dan Baslog Bali dibutuhkan memberikan
sumbangan pemikiran dalam hal tersbut. Sesunggukwigrawig Desa adat Bali merupakAnt

of Choice-nya masyarakat Bali, karena melalui awig-awig Dadat masyarakat menetapkan
peraturan-peratuan adat membandingkan dengan yargumn yang seharusnya dengan
kenyataan sosial yang sedang berkembang.

Dalam membendung dan mendidik masyarakat adadldidvat penyusunan awig-awig, maka
dipandang perlu memperhatikan hal-hal sebagai tterik

1. Memperhatikan nilai-nilai etik, nilai moral dan aHnilai Agama Hindu.

2. Mengoptimalkan lembaga-lembaga yang dimiliki olematt Hindu dan Desa Adat seperti
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis iadPerguruan Tinggi Hindu baik
negeri maupun swasta dan lembaga lainnya.

3. Mengaktualisasikan Isi awig-Awig Desa Adat, agargsi sosial kontrol dari Desa Adat

tidak semakin lemabh.
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4. Adanya ketegasan Pemerintah Bali (Propinsi, Kaleugbta) melindungi wilayah Desa
Adat, terutama bangunan pariwisata yang berdekiagan Pura dan tempat-tempat suci
lainnya termasuk pantai laut dengan menggunakamizis/anmg dikeluarkan oleh PHDI.

5. Pemerintah / Instansi terkait harus mengawasi Bggama tentang kesucian Pura dan
Tempat Suci lainnya dituangkan dalam setiap Awiggabesa Adat termasuk dan dalam
Perarem Desa/Banjar, tanpa demikian akan sulit eretajikan kondisi masyarakat karena

begitu derasnya pengaruh pariwisata itu dan pehggalbakisasi itu sendiri.

Peranan Awig-Awig Dalam Memepertahankan Adat dan Budaya Bali

Seperti telah diuraikan di atas bahwa begitu dgesekanan pengaruh globalisasi yang
mengakibatkan perubahan disegala aspek/bidanglqmdmanusia yaitu perubahan pola pikir,
perubahan pola sikap dan pola tindak terhadap naarnndonesia umumnya dan khususnya
masyarakat Bali. Apa lagi Bali sebagai daerah Rsaita Indonesia bagian tengah, sudah barang
tentu masyakat Bali tidak bisa menghindari terhagapgaruh dari globalisasi itu karena
keseharian bergaul dengan orang asing. MasyaradatsBdah mulai kehilangan jati dirinya
karena orientasi sudah dipengaruhi oleh serba paowit. Peradaban orang Bali sudah mengalami
perubahan seperti hilangnya sifat gotong royonkijngasah, saling asuh, saling asuh, salulung
sabayantaka, hidup kebersamaan (briak-briuk), paras sarpanaya sudah semakin menipis.
Persoalan ini sesungguhnya merupakan persoalansgngat serius bagi Masyarakat Bali itu
sendiri, karena Bali sebagai daerah Pariwisatanesia bagian tengah hanya memiliki modal
budaya saja, kalau tidak akan ditangani dengamssdali akan kehilangan Balinya, secara
otomatis tidak akan menarik lagi bagi para wisatawa
Apabila kita perhatikan dalam hal wewenang Desat Aslembuat aturan desa/Awig-awig yang
akan diberlakukan dalam desa Adat ada dasar hulayaitu Undang-Undang nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Dalam Pasal 103 Undang-UndangpN6 Tahun 2014 dinyatakan dimana
Desa Adat diberikan kewenangan berdasarkan hakdrak meliputi:

a). Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan bgk@asusunan asli;

b). Pengaturan dan pengurusan ulayat/wilayah aldesta

c). Pelestarian nilai sosial budaya adat;
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d). Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hudatngaang berlaku di Desa Adat dalam
wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi nmeardengan mengutamakan
penyelesaian musyawarah mufakat;

e). Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilaa Bdat sesuai dengan ketentuan
peraturan perudang-undangan;

f). Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban malksgabDesa Adat berdasarkan hukum
adat yang berlaku di desa Adat; dan

g). Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dkogdisi sosial budaya masyarakat
Desa Adat.

Demikian pula dalam pasal 104 Undang-Undang Nomofaéun 2014 mengatur
pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usked@nangan berskala lokal Desa Adat,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (a) dauf kb) serta pasal 103 diatur dan diurus
oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberag. Kalau dicermati bunyi pasal 104 ini
mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan akakas kewenangan berskala lokal ini
berarti secara tegas pemerintah memberikan Desa didaomi dalam menjalankan Adat itu
sendiri.

Berdasarkan hal tersebut masaing-masing Desa adbatlidvajib menyusun peraturan
Desa Adat/Awig-Awig serta memperhatikan perubahangyterjadi di masyarakat. Sedangkan
awig-awig merupakan suatu ketentuan yang mengaiar krama pergaulan hidup dalam
masyarakat baik mewujudkan suatu tata kehidupag gy di masyarakat. Sedangkan awig-
awig itu dibuat oleh anggota masyarakat/krama @esdé/ krama Banjar yang dipakai sebagai
pedoman dalam melaksanakan interaksi kehidupaal seari-hari dalam masyarakat. Dalam
awig-awig diatur hak dan kewajiban dari krama daladat dengan disertai sanksi yang tegas,
lebih nyata dan lazimnya dalam bentuk tulisan. Aangg menjadi pedoman/patokan, atau
batasan-batasan tentang apa yang boleh dan ap&deainoleh dilakukan, selakigus mempunyai
pearanan menetukan bentuk reaksi bagi pelanggarnya.

Berbicara mengenai awig-awig yang terdapat di é¢ekd merupakan perujudan hukum adat,
sangat memegang peranan penting dalam mengatketathupan/ sebagai filter pengaruh negatif
terhadap masyarakat dalam bidang agama, kebutaasodial ekonomi
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1.  SIMPULAN

Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat ktguatu simpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Awig-Awig sebagai kontrol sosial masyarattiaBali adalah untuk mengontrol pola
pikir, pola sikap, dan pola tindak anggota masyaitrakutk tidak melakukan hal-hal negatif
bahkan merusak tatanan adat, sehingga bisa merkg@bdegoncangan yang terjadi di
masyarakat.

2. Peranan Awig- awig dalam mempertahankan adat ddaylaubali adalah menjaga tatanan
kehidupan masyarakat Bali biar tetap ajeg dalamrgdagama, kebudayaan, bidang sosial

ekonomi dengan melestarian adat dan budaya bédinoiskan konsep Tri Hita Karana
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